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ABSTRAK 
PT MRC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya, khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi permasalahan perusahaan dalam menerapakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga 
penulis perlu melakukan analisis atas penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan 
Nilainya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode 
kepustakaan dan  penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan berdasarkan refrensi dan 
literatur – literatur yang berhubungan dengan  dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini untuk 
memperoleh data teoritis yang berhubungan dengan pokok persoalan yang dibahas, sedangkan 
penelitian lapangan dilakukan dengan cara survei langsung ke perusahaan dengan melakukan 
wawancara dan observasi terhadap dokumen – dokumen serta informasi-informasi yang pendukung yang 
berhubungan langsung dengan permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa PT MRC belum sepenuhnya melakukan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
yang berakibat terdapat kesalahan – kesalahan seperti Faktur Pajak Standar cacat baik Pajak Masukan 
ataupun Pajak Keluaran dan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi yang dapat 
merugikan perusahaan itu sendiri, saran penulis sebaiknya perusahaan memeriksa kembali Faktur Pajak 
yang diterima oleh perusahaan maupun Faktur Pajak yang di terbitkan perusahaan dan juga perusahaan 
sebaiknya mengikuti peraturan dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilainya agar 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonsesia. 
  








PT MRC is a company engaged in construction services. In fulfilling its tax obligations, in 
particular Value Added Tax. The purpose of this study was to identify the problems the company in 
applying value added tax, so I need to do an analysis of counting, depositing and reporting of value 
added tax. Author of the research methods used in conducting this research is the literature and field 
research methods. The study is based on literature references and literature - literature related to the 
topics covered in this thesis to obtain theoretical data related to the subject matter covered, while the 
field research conducted by the survey directly to the company by conducting interviews and observations 
of the document - the document and the supporting information that relates directly to the existing 
problems. From these results it can be concluded that the PT MRC has not fully perform the obligations 
in accordance with applicable regulations, which have resulted in errors - errors such as Standard Tax 
Invoice defects Input Tax or Output Tax and delays in depositing and reporting of the Notice Period that 
Value Added Tax companies subject to administrative sanctions that could harm the company itself, the 
advice the authors should re-examine the company received a Tax Invoice and Tax Invoice by the 
company who published the company and the company should follow the rules of reporting and 
depositing the value added tax to comply with legislation applicable in Indonsesia. 
 







Pajak menurut undang-undang adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga 
dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-
norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 
dan Menurut Adriani P.J.A “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 
“Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dikenal dengan nama UU Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk reformasi sistem perpajakan nasional (tax reform) 1983. 
Sebagai pengganti UU Nomor 19 Tahun 1951 Drt. Jo UU Nomor 35 tahun 1953 tentang Pajak Penjualan, UU PPN 
1984 ini mulai berlaku pada 1 April 1954. Dalam kurun waktu 27 tahun sejak mulai berlaku, Undang-Undang ini 
mengalami tiga kali perubahan. Perubahan yang pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 
yang mulai berlaku pada 1 januari 1995, sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2000 dan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai 
merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan dari penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak 
lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara 
lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pajak, Sehingga Pajak 
Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari 
barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added 
Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak 
tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak 
(konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Industri konstruksi mempunyai peranan 
penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia. Kontribusi industri konstruksi terhadap PDB 
Indonesia meningkat dari 3,9% pada tahun 1973 menjadi 7,7% pada tahun 2007. Bisnis Monitoring Internasional 
(2009)  memprediksi jika Indonesia adalah "rumah" bagi industri konstruksi karena memiliki pertumbuhan tercepat 
di Asia. Begitu juga dengan Howlett (2009) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 20 pasar 
konstruksi terbesar pada tahun 2010. Jelas, industri konstruksi mempunyai prospek yang sangat baik di negara 
berkembang seperti Indonesia, karena setiap daerah  pasti membutuhkan banyak jasa konstruksi untuk melakukan 
pembangunan. Dengan banyaknya penggunaan jasa konstruksi maka akan semakin banyak pula pendapatan dari 
sektor pajak yang dikenakan terhadap jasa tersebut, yang secara tidak langsung juga akan membantu pembangunan 
nasional. Objek penelitian ini adalah perusahaan jasa konstruksi, yang memiliki karakteristik kegiatan oprasional 
yang berbeda dengan perusahaan lainnya, Perusahaan jasa konstruksi mulai melakukan aktivitasnya jika perusahaan 
tersebut memperoleh  tender berupa kontrak konstruksi dari pihak penerima jasa dan dalam proyek ini dilaksanakan 
berdasarkan termin-termin penyelesaian fisik bangunan.                                                                               
 Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan dalam perusahaan jasa konstruksi adalah Pajak Pertambahan 
Nilai yang dikenakan atas pembelian bahan meterial yang digunakan dalam proses produksi perusahaan, Pajak 
Pertambahan Nilai yang diperoleh dari pembelian Barang Kena Pajak ini disebut Pajak Masukan serta Pajak 
Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa konstruksi sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak dan memungut Pajak 
Keluaran. Pajak Masukan yang telah dipungut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama 
tetapi jika belum dapat dikreditkan dengan PajakKeluaran pada masa yang sama maka dapat dikreditkan selambat-





 METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah: 
1. Studi Kepustakaan (Literatur Research) 
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan sumber-sumber 
tertulis yang relevan dengan objek dan tujuan penelitan. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data ini adalah data sekunder yang penulis peroleh dengan cara mengumpulkan dan mencatat 
berbagai macam buku-buku dan literatur yang ada di perpustakaan Universitas Binus. 
2. Studi Lapangan (Field Research) 
Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan 
dengan tujuan agar mendapatkan data primer. Penulis mengumpulkan data dengan cara: 
a. Observasi 
Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis berkaitan aktivita perusahaan yang 
berhubungan dengan penelitian skripsi ini; 
 
b. Wawancara 
Penulis secara lagsung menanyakan berbagai hal yang diperlukan dalam      penulisan skripsi 
kepada pimpinan atau pegawai perusahaan guna memperoleh data yang jelas, terpercaya dan 
relevan; 
 
c. Penelitian Dokumen 
Pemeriksaan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan dan laporan pajak; 
d. Analisa Laporan 
Penulis melakukan penghitungan kembali atas kesalahan-kesalahan yang ada, serta memberikan 
saran kepada pihak perusahaan. 
 PT. MRC adalah  perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perusahaan ini telah 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memiliki NPWP. Karena telah menjadi Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) maka PT. MRC mempunyai hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, khususnya atas 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebagaimana terdapat di Perundang-undangan Perpajakan. Salah satu hak dan 
kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memungut Pajak Pertambahan Nilai pada saat melakukan  
penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus di 
bayar apabila dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atau sebaliknya 
Apabila Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluran maka kelebihan tersebut dapat di 
restitusi, dan melaporkan hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.        
 Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh PT. MRC dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada saat PT. 
MRC melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak(JKP), dimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh 
PT.MRC yaitu sebagai berikut: 
1. Memungut besarnya Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang diserahkan. 
2. Membuat Faktur Pajak atas transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak. 
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan, serta 
4. Melaporkan  pelaporan ats Pajak Pertambahan Nilai dengan memberikan Surat Pemberitahuan Masa. 
5. Melakukan pengarsipan Faktur Pajak. 
6. Membuat pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan Jasa Kena Pajak. 
Prosedur penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan PT.MRC selaku pihak kedua dengan 
penandatanganan surat perjanjian/kontrak dengan pihak pertama selaku penerima jasa. Setelah itu pihak pertama 
menugaskan kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak yang telah disepakati. 
Dalam hal biaya dan pajak, perusahaan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainya 
yang pembayaranya dilakukan sesuai dengan Perundang-undangan yang  berlaku. 
Pekerjaan jasa konstruksi bangunan yang dilakukan perusahaan  diselesaikan dalam suatu masa tertentu. 
Sebelum jasa konstruksi itu selesai dan siap untuk diserahkan, telah diterima pembayaran di muka sebelum 
pekerjaan konstruksi dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian jasa sesuai tahap atau kemajuan 
penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai  apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak yang di 
maksud  terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh pemborong. 
Setelah bangunan selesai dikerjakan maka jasa konstruksi seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. 
Dalam hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai 
terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak itu dilakukan, meskipun pelunasan pembayaran jasa konstruksi 
tersebut belum diterima oleh Kontraktor. 
Penjelasan  mengenai mekanisme Pajak Pertambahan Nilai pada Jasa Konstruksi  
1. Pada tanggal tertentu Perusahaan melakukan penandatanganan kontrak/perjanjian dengan penerima jasa dan 
menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak 
2. Pekerjaan selesai 20%, diterima pembayaran tahap ke-1 
3. Pekerjaan selesai 50%, diterima pembayaran tahap ke-2  
4. Pekerjaan selesai 80%, diterima pembayaran tahap ke-3 
5. Pekerjaan selesai 100%, bangunan diserahkan kepada penerima jasa. 
6. Pembayaran / pelunasan tahap ke-4 di bayarkan penerima jasa kepada kontraktor. 
Pembayaran  yang telah di bayarkan akan dipotong sesuai dengan Perundangan-undangan Perpajakan Pajak 
Pertambahan Nilai. dalam hal pembayaran angsuran diatas dapat berubah-ubah sesuai kesepakatan pihak pertama 

















HASIL DAN BAHASAN 
Analisis Mekanisme Pajak Keluaran 
Perusahaan dalam melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak Keluaran 
kepada Pengusaha Kena Pajak (penerima jasa). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang terdapat pada PT. 
MRC Merupakan PPN atas peyerahan  Jasa Kena Pajak. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah pemberian jasa 
konstruksi seperti layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan kontruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. 
Penyerahan jasa konstruksi yang dilakukan perusahaan hanya dalam lingkup dalam negeri saja.  
Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak Keluaran 
adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan 
Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud, dan / atau ekspor Jasa Kena Pajak. 
 Berdasarkan pasal 13 ayat 1a UU No.42 Tahun 2009, Faktur Pajak dibuat pada saat penyerahan atau pada 
saat penerimaan pembayaran dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama saat-saat 
tersebut. 
Dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut : 
Faktur Pajak harus dibuat pada  
1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak  
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak 
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau  
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan  
5. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN.  
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan setiap terjadi penyerahan Barang Kena Jasa atau Jasa Kena Pajak. 
Sehingga dengan terjadinya penyerahan tersebut Jasa Kena Pajak tersebut akan menimbulkan utang Pajak. 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak wajib membuat 
Faktur Pajak, karena atas transaksi tersebut Pengusaha Kena Pajak dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai yang 
disebut Pajak Keluaran. Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. MRC wajib menyetorkan Pajak keluaran tersebut ke 
negara, karena PT. MRC selaku Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak atau Jasa 
Kena Pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Saat pembuatan Faktur Pajak Standar ini sangat 
terkait dengan jumlah terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dan Faktur Pajak ini akan menentukan kapan Pajak 
Keluaran ini dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai. 
 Pada saat PT. MRC sebagai Pengusahan Kena Pajak mengirimkan tagihan diwajibkan membuat: 
1. Faktur Pajak Standar yang di isi lengkap dan selalu disertakan dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak 
atau Jasa Kena Pajak, Faktur Paja Standar diterbitkan apabla pembeli Barang Kena Pajak atau penerima  
Jasa Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak. 
2. Faktur Pajak dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Lembar ke- 1 untuk Pembeli Barang Kena Pajak / Penerrima Jasa Kena Pajak 
b. Lembar ke-2 untuk Penjual Barang Kena Pajak / Pemberi Jasa Kena Pajak 
c. Lembar ke-3 untuk kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui pemungut Pajak Pertambahan Nilai 
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 tentang pembuatan, bentuk, ukuran, 
pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur  Pajak Standar, pada pasal 4 (empat) dalam hal 
pembuatan Faktur Pajak lebih dari 2(dua) rangkap, maka harus dinyatakan secara jelas penggunaanya dalam lembar 
Faktur Pajak yang bersangkutan PT. MRC membuat Faktur Pajak dalam 3 (tiga) rangkap, dan setiap rangkap telah 
dituliskan dengan jelas penggunaanya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan. 
Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan oleh penulis selama tahun 2008, 2009, dan 2010. 
Penulis menemukan masalah yang dilakukan oleh PT. MRC dimana Faktur Pajak Standar yang tidak sesuai dengan 
ketetapan Undang-Undang seperti : 
a. NPWP Penerima  : 01.369.416.1.054.000 
Nama Penerima   : PT. MODERNLAND REALTY, tbk 
Kode dan Nomor Seri : 010.000.09.00000010 
Tanggal   : 06 Februari 2009 
DPP   : Rp. 254.864.545 
PPN Keluaran   : Rp,   25.486.455 
b. NPWP Penerima  : 01.369.416.1.054.000 
Nama Penerima   : PT. MODERNLAND REALTY, tbk 
Kode dan Nomor Seri : 010.000.09.00000014 
Tanggal   : 13 April 2009 
DPP   : Rp. 266.598.682 
PPN Keluaran   : Rp,   26.600.378 
 
c. NPWP Penerima  : 01.369.416.1.054.000 
Nama Penerima   : PT. MODERNLAND REALTY, tbk 
Kode dan Nomor Seri : 010.000.09.00000015 
Tanggal   : 20 April 2009 
DPP   : Rp. 21.339.578 
PPN Keluaran   : Rp,  2.133.958 
 Pada Tahun 2009, PT. MRC telah melakukan penagihan Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur 
Pajak Standar tersebut kepada PT. MODERNLAND, tbk Namun Faktur Pajak yang dibuat tersebut dalam 
pencatatan Kode dan Nomor Seri mengalami double pencatatan dan untuk kesalahan pengimputan PPN yang 
dikenakan, sehingga untuk Faktur Pajak Tersebut diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak Penggganti atas 3 Faktur 
Pajak yang disi dengan tidak lengkap, jelas dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa Faktur Pajak 
harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling 
sedikit memuat : 
a. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP; 
b. Nama, alamat dam NPWP pembeli BKP atau Penerima BKP; 
c. Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;; 
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 
e. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; 
f. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak 
Kesalahan yang menyebabkan masalah ini terjadi karenakan oleh kelalaian karyawan dalam membuat  
Faktur Pajak. Selain kesalahan karena pencatatan Kode dan Nomor seri Faktur Pajak yang double, penulis melihat 
banyak Faktur Pajak Keluaran yang dibuat oleh PT. MRC tidak mencoret pada bagian kalimat (Harga/ Penggantian/ 
Uang Muka/ Termin) yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak 
Standar. Seharusnya Faktur Pajak Standar yang dibuat atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 
untuk Tahun Pajak 2008, 2009, dan 2010 harus mencoret pada bagian (Harga/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin) 
yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak Standar, Seperti: 
Harga/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin *)    XXX 
*) Coret yang tidak perlu 
Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) KUP Pengusaha dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar 
Pengenaan Pajak apabila tidak membuat Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan 
Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada 
perusahaan agar perusahaan dalam membuat Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti 
membuat Faktur Pajak Standar yang lengkap, jelas dan benar serta tepat waktu. Maksud dari pembuatan Faktur 
Pajak Standar sering kali tidak mencoret bagian Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin. 
Dalam penelitian ini penulis menguji penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PT MRC, penulis 
melakukan ekualisasi (pemeriksaan tingkat keseimbangan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang 
memiliki hubungan. Yang dimaksud hubungan disini adalah elemen laporan suatu jenis pajak merupakan bagian 
dari laporan jenis pajak yang lain (baik itu sebagian maupun keseluruhan) dan rekonsiliasi penyerahan yang 
dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan peredaran usaha yang terdapat 
pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (Laporan Laba Rugi). 
Berikut adalah Ekualisasi PPN dengan Omset (Penjualan) PPh yang dilakukan untuk Tahun Pajak 2008, 
2009, dan 2010 : 
Ekualisasi Tahun 2008 
Ekspor          0 
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri   28.258.891.406 
Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN   0 
Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut     0 
Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN    0  
Jumlah          28.258.891.406 
Jumlah penyerahan tidak terhutang PPN     0 
Jumlah seluruh penyerahan      28.258.891.406 
Jumlah peredaran usaha di Penjualan  28.258.891.406 
Ekspor       0 
         28.258.891.406 
Selisih          0 
 
Ekualisasi Tahun 2009 
Ekspor          0 
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri   17.619.319.121 
Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN   20.267.567.272 
Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut     0 
Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN              0 
Jumlah         37.886.886.394 
Jumlah penyerahan tidak terutang PPN     0       
Jumlah seluruh penyerahan      37.886.886.394 
Jumlah peredaran usaha di Penjualan  37.886.886.394 
Ekspor       0 
         37.886.886.394 
Selisih          0 
 
Ekualisasi Tahun 2010 
Ekspor          0 
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri   13.434.391.199 
Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN   0 
Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut     0 
Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN    0  
Jumlah         13.434.391.199 
Jumlah penyerahan tidak terutang PPN     0 
Jumlah seluruh penyerahan      13.434.391.199 
Jumlah peredaran usaha di Penjualan  13.434.391.199 
Ekspor       0 
         13.434.391.199 
Selisih          0 
 
Analisis Pajak Masukan 
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak karena 
pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan tentang 
pengreditan Pajak Masukan diatur dalam Pasal 9 UU PPN 1984. Sebelum perubahan dilakukan dengan UU Nomor 
11 Tahun 1994 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995. Seiring dengan perubahan kedua terhadap UUD 
Nomor 8 Tahun 1983 yang dilakukan dengan UUD Nomor 18 Tahun 2000, dasar hukum pengereditan Pajak 
Masukan juga mengalami perubahan.  Ada dua Tipe Pajak Masukan yaitu : 
1. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan 
2. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak/ Jasa 
Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pajak Masukan ini dapat diperkenankan untuk 
mengurangi Pajak Keluaran dalam satu masa pajak atau dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang  belum dibebankan sebagai 
biaya dan belum dilakukan Pemeriksaan oleh Direktu Jendral Pajak. Sedangkan Pajak Masukan yang tidak dapat 
dikreditkan adalah Pajak Masukan yang tidak dapat mengurangi Pajak keluaran.  
Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PT. MRC yang timbul karena adanya pembelian Barang Kena 
Pajak. Pembelian barang tersebut tersebut yaitu barang yang akan digunakan dalam proses pekerjaan jasa 
konstruksi, setiap transaksi pembelian, perusahaan selaku Pengusaha Kena Pajak harus menerima lembar asli dari 
Faktur Pajak Standar dari perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur 
Pajak yang dibuat oleh perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak harus 
sesuai ketentuan pajak yang berlaku, sehingga pajak jumlah pajak yang tercatat didalam nya dapat dikreditkan 
dengan dengan Pajak Keluarannya. 
Pembelian yang dilakukan oleh PT. MRC menghasilkan Pajak Masukan pada Tahun 2008 sebesar Rp. 
21.609.072.009, pada Tahun 2009 sebesar Rp. 10.809.052.962, dan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 10.214.531.002. 
 
1. Kesalahan Dalam Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Sehingga Perusahaan Melakukan 
Pembetulan. 
Peneliti menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam pengisian Surat 
Pemeberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada Tahun 2008 Bulan Februari, Juni, Juli, Agustus, 
September, Oktober, November, dan Desember. Sedangkan pada Tahun 2010 Bulan April, Mei, Juni, Juli dan 
September. 
Pembetulan yang dilakukan perusahaan pada Tahun 2008 : 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan Februari terdapat penyerahan Pajak Keluaran yang dilaporkan 
sebesar Rp. 109.554.827, serta pembetulan sebesar Rp. 2.598.791 dan untuk Pajak Keluaran seharusnya 
Rp. 112.153.666. 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan Juni terdapat penyerahan Pajak Keluaran yang dilaporkan sebesar 
Rp. 107.891.100, serta pembetulan sebesar Rp. 60.085.924 dan untuk Pajak Keluaran seharusnya Rp. 
170.891.100 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan Juli terdapat penyerahan Pajak Masukan yang dilaporkan sebesar 
Rp. 337.910.276, serta pembetulan sebesar Rp. 154.014.839 dan untuk Pajak Masukan seharusnya Rp. 
236.927.212. 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan Agustus terdapat penyerahan Pajak Masukan yang dilaporkan 
sebesar Rp. 262.058.737, serta pembetulan sebesar Rp. 172.220.381 dan untuk Pajak Masukan seharusnya 
Rp. 89.838.356. 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan September terdapat penyerahan Pajak Masukan yang dilaporkan 
sebesar Rp. 264.942.666, serta pembetulan sebesar Rp. 12.435.500 dan untuk Pajak Masukan seharusnya 
Rp. 252.507.166. 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan Oktober terdapat penyerahan Pajak Keluaran yang dilaporkan 
sebesar Rp. 326.043.223, serta pembetulan sebesar Rp. 30.000.000 dan untuk Pajak Keluaran seharusnya 
Rp. 296.043.223. 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan November terdapat penyerahan Pajak Masukan yang dilaporkan 
sebesar Rp. 174.709.483, serta pembetulan sebesar Rp. 50.280.674 dan untuk Pajak Masukan seharusnya 
Rp. 124.428,809. 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan Desember terdapat penyerahan Pajak Masukan yang dilaporkan 
sebesar Rp. 191.972.520, serta pembetulan sebesar Rp. 72.761.105 dan untuk Pajak Masukan seharusnya 
Rp. 119.211.415. 
Pembetulan yang dilakukan perusahaan pada Tahun 2010 : 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan April terdapat penyerahan Pajak Masukan yang dilaporkan sebesar 
Rp. 84.250.003, serta pembetulan sebesar Rp. 2.615.262 dan untuk Pajak Masukan seharusnya Rp. 
86.865.265. 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan Mei terdapat penyerahan Pajak Masukan yang dilaporkan sebesar 
Rp. 171.768.611., serta pembetulan sebesar Rp. 24.552.500 dan untuk Pajak Masukan seharusnya Rp. 
147.216.111. 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan Juni terdapat penyerahan Pajak Masukan yang dilaporkan sebesar 
Rp. 117.264.845, serta pembetulan sebesar Rp. 40.500.000 dan untuk Pajak Masukan seharusnya Rp. 
76.764.845. 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan Juli terdapat penyerahan Pajak Masukan yang dilaporkan sebesar 
Rp. 159.299.247, serta pembetulan sebesar Rp. 49.997.520 dan untuk Pajak Masukan seharusnya Rp. 
109.301.727. 
− Pembetulan yang dilakukan pada bulan September terdapat penyerahan Pajak Masukan yang dilaporkan 
sebesar Rp. 178.592.119, serta pembetulan sebesar Rp. 10.001.454 dan untuk Pajak Masukan seharusnya 
Rp. 168.590.665. 
Berdasarkan Pasal 8 ayat 1, dan 1a  Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang 
telah disampaikan dengan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. 
Pembetulan harus disampaikan paling lama  dua (2) tahun sebelum dasaluwarsa penetapan. 
Diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan pihak perusahaan bahwa pembetulan dikarenakan: 
1. Penerima Jasa mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang telah disepakati, sehingga 
perusaahaan yang sebelumnya telah mencatat Pajak Pertambahan Nilainya harus melakukan pembetulan. 
2. Perubahan invoice yang dilakukan oleh perusahaan. 
3. Faktur Pajak cacat dari perusahaan pemasok sehingga perusahaan melakukan pembetulan pada SPT. 
4. Kesalahan pengimputan data yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. 
Rekomendasi dari penulis sebaiknya PT. MRC selaku Pengusaha Kena Pajak sebelum menyampaikan 
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak, sebaiknya di periksa kembali 
sehingga meminimalkan kesalahan yang akan timbul dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai dan segara memperbaiki kesalahan tersebut sebelum disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. 
2. Surat Pemberitahuan Masa Tidak Disampaikan Sesuai Jangka Waktu Yang Telah Ditentukan. 
Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Pemeberitahuan Masa, Paling 
Lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, maka batas waktu  penyampaian adalah setiap tanggal 20 Masa 
Pajak Berikutnya. Ada beberapa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terlambat dilaporkan 
selama Tahun 2007. 
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1)  Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentaun Umum Perpajakan 
menjelaskan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (a) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu 
rupiah) untuk surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang belum di laporkan ke Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP). 
Pada tahun 2008 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 
satu Surat Pemberitahuan Masa, karena keterlambatan pelaporan pada bulan Januari dan Februari, dengan total 
denda administrasi adalah Rp. 500.000 x 2 Bulan = Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). 
 
3. Penyetoran Pajak Terutang Tidak disetor Sesuai Jangka Waktu Yang Telah Ditentukan. 
Dalam setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak berkewajiban melakukan penyetoran 
besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar kepada Kas Negara, ataupun melakukan restitusi atau 
kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak 
melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 
kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
Berdasarkan Undang – Undang No. 18 Tahun 2000, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan 
selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan dalam Undang – Undang No. 
42 Tahun 2009, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya 
Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa disampaikan. Apabila perusahaan tidak melakukan 
pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai 
dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 
ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan 
dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran. 
Berikut akan diberikan penjabaran mengenai apakah PT. MRC telah melakukan penyetoran Pajak 
Pertambahan Nilai sesuai atau tidak sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku untuk Masa Pajak 2008, 











   PT. MRC 
      Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 
        Periode Januari s/d Desember 2008 





Januari 3.908.738  28/02/2008 78.175 
Februari (17.312.291) - - 
Februari (Pembetulan 1) - - - 
Maret 1.171.447  15/04/2008 - 
April 8.247.067  15/05/2008 - 
Mei 6.992.131  17/06/2008 139.843 
Juni 2.914.076  17/07/2008 58.282 
Juni (Pembetulan 1) - - - 
Juli 53.031.775  14/08/2008 - 
Juli (Pembetulan 1) 100.983.064  19/05/2009 20.196.613 
Agustus 65.984.497  15/09/2008   
Agustus (Pembetulan 1) 172.220.381  19/05/2009 30.999.669 
September 70.718.705  15/10/2008 - 
September (Pembetulan 1) 12.435.500  14/04/2009 1.740.970 
Oktober 74.199.077  14/11/2008 - 
Oktober (Pembetulan 1) - - - 
November (316.022) - - 
November (Pembetulan 1) 50.280.674  19/05/2009 6.033.681 
Desember 52.130.317  14/01/2008 - 
Desember (Pembetulan 1) 72.761.105  19/05/2009 7.276.111 
 
Berdasarkan tabel  IV.10 diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2008,    PT. MRC  mengalami 
keterlambatan dalam  melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya pada Masa Pajak Januari, Mei dan Juni 
sehingga perusahaan dikenakan denda administrasi sebesar  2% dari Pajak Terutang. Dan denda yang diakibatkan 
oleh pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan Kurang Bayar perusahaan dikenakan denda sebesar 2% setiap 


















  Tabel IV.11 
    PT. MRC 
      Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 
        Periode Januari s/d Desember 2009 





Januari 24.514.718  13/02/2009 - 
Februari 7.194.595  13/03/2009 - 
Maret (20.048.664) - - 
April 3.645.204  17/05/2009 72.904 
Mei 9.741.905  15/06/2009 - 
Juni 9.842.567  17/07/2009 196.851 
Juli 81.419.612  19/08/2009 1.628.392 
Agustus 37.318.870  15/09/2009 - 
September (44.832.584) 14/10/2009 - 
Oktober (99.964.633) 10/11/2009 - 
Nopember (24.514.779) 17/12/2009 - 
Desember (48.057.445) 15/01/2010 - 
 
Berdasarkan tabel IV.11 diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2009,      PT. MRC  mengalami 
keterlambatan dalam  melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya pada Masa Pajak April, Juni dan Juli 
sehingga dikenakan denda administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.dan denda yang diakibatkan  
dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran. Sedangkan, untuk Masa Pajak bulan 
Februari 2009, tidak dicantumkan tanggal penyetoran yang disebabkan karena perusahaan mengalami kondisi Lebih 
Bayar. 
 
 Tabel IV.12 
   PT. MRC 
      Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 
        Periode Januari s/d Desember 2010 
Masa Pajak Kurang Bayar /(Lebih Bayar) 
Tanggal 
Penyetoran Sanksi Penyetoran  
Januari (9.972.061) - - 
Februari 12.272.360  15/03/2010 - 
Maret (2.615.262) - - 
April (9.783.604) - - 
April (Pembetulan 1) _ - - 
Mei 29.079.702  17/06/2010 - 
Mei (Pembetulan 1) 24.552.500  19/08/2011 7.365.750 
Juni 24.189.218  20/07/2010 - 
Juni (Pembetulan 1) 40.500.000  19/08/2009 11.340.000 
Juli 65.096.355  20/08/2010 - 
Juli (Pembetulan 1) 49.997.520  19/08/2011 12.999.355 
Agustus 42.253.061  30/09/2010   
September 24.576.310  26/10/2010 - 
September (Pembetulan 1) 10.001.454  19/08/2011 2200320 
Oktober 16.022.627  21/11/2010 - 
Nopember 22.458.157  29/12/2010 - 
Desember 690.687  31/01/2010 - 
Berdasarkan tabel IV.12 diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2010, PT. MRC Tidak ada yang  
mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, tetapi terdapat denda yang 
disebabkan Pembetulan yang menimbulkan Kurang Bayar sehingga dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah 
pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran. Sedangkan, 
untuk Masa Pajak bulan Januari, Maret dan April  2010, tidak dicantumkan tanggal penyetoran yang disebabkan 
karena perusahaan mengalami kondisi Lebih Bayar 
Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa pembetulan Surat Pemberitahuan Masa yang 
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 8 ayat 
2a, pembetulan Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung 
sejak jatuh tempo pembayaran sempai dengan tanggal pembayaran. 
Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar terjadi pada Tahun 
2008 yaitu pembetulan pada Bulan Juli, Agustus, September, November dan Desember. Sedangkan pada Tahun 
2010 terjadi pada Bulan Mei, Juni, Juli, dan September. Sehingga perusahaan dikenakan denda administrasi 
sebesar 2% (dua persen) dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan            
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di perusahaan PT MRC dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang di telah diterapkan oleh PT MRC  belum sepenuhnya mengikuti 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
2. Terdapat Faktur Pajak Pembelian yang di terima dari Pengusaha Kena Pajak Penjual yang  tidak diisi 
secara lengkap dan tidak mencoret pada bagian kalimat (Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin) 
yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak. 
Namun Faktur Pajak Masukan cacat tersebut telah dikreditkan dengan Pajak Keluaran oleh perusahaan. 
Faktur Pajak ini dianggap cacat apabila perusahaan tidak meminta penggantian Faktur Pajak yang telah di 
terbitkan  oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, namun hal ini bisa saja merugikan perusahaan apabila 
sewaktu-waktu diadakan pemeriksaaan. 
3. PT MRC sebagai pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak Standar masih melakukan beberapa kesalahan 
dengan mencetak Nomor dan kode seri Ganda dan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan perpajakan yang 
berlaku, seperti dalam pembuatan Faktur Pajak. Untuk Faktur Pajak Tahun 2008, 2009, dan 2010 di 
temukan banyak Faktur Pajak  yang diisi tidak lengkap seperti tidak mecoret bagian yang tidak perlu 
seperti pada kalimat (Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termijin**) 
4. Dalam melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai perusahaan masih 
melakukan kesalahan sehingga dari kesalahan tersebut perusahaan wajib melakukan pembetulan, kesalahan 
terjadi karena kesalahan pengimputan data,  perubahan invoice yang dilakukan perusahaan, dan 
keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh penerima jasa 
5. Pada tahun 2008, 2009, dan 2010 perusahaan selaku Pengusaha Kena Pajak telah mengikuti ketentuan 
Pasal 2 ayat (13) Peraturan Mentri Keuangan Nomor 184/PMK/.03/2007 tentang Tanggal Jatuh Tempo 
penyetoran, Tetapi untuk Tahun 2008 Masa Pajak bulan Januari, Mei, dan Juni Serta Tahun 2009 Masa 
Pajak 2009 bulan April, Juni Juli dan Juli Perusahaan mengalami keterlambatan dalam pembayaran Pajak 
Terutang. 
6. Dalam hal pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai perusahaan untuk Tahun Pajak 2008, 2009 dan 
2010 terdapat keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN , berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf (a) 
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang belum di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Denda yang di  tanggung perusahaan keterlambatan  pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 
Pajak  2008, 2009 dan 2010  sebesar             Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) 
7. Menurut Pasal 8 ayat 2a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam hal Wajib Pajak membetulkan 
sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan Kurang Bayar, sehingga wajib pajak  dikenai 
sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak kurang bayar, dalam hal ini 
pembetulan SPT Masa PPN yang dilakukan perusahaan kurang bayar. Karena jangka waktu penundaan 
pembetulan SPT Masa PPN maka perusahaan dikenakan 2% setiap bulannya sampai perusahaan 
melakukan penyetoran kurang bayar tersebut.   
 
Saran 
1. Dalam melakukan penerapan Pajak Pertambahan Nilainya perusahaan harus mengikuti peraturan – 
peraturan yang ada dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Dalam penerimaan Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Penjual, sebaiknya perusahaan memeriksa 
kembali Faktur Pajak tersebut sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian akibat Faktur Pajak cacat 
tersebut  yang mengakibatkan Faktur Pajak yang akan digunakan untuk pengkreditan Pajak Masukan tidak 
dapat dikreditkan oleh perusahaan. 
3. Dalam pembuatan Faktur Pajak seharusnya lebih teliti dalam penerbitan Faktur Pajak sehingga perusahaan 
tidak menerbitkan Faktur Pajak Ganda dan juga  kesalahan dalam melakukan pengimputan PPN yang 
dikenakan dan perusahaan harus memperhatikan bagian  tidak mecoret bagian yang tidak perlu seperti pada 
kalimat (Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termijin**), dari kesalahan yang dilakukan perusahaan 
sebaiknya perusahaan melakukan pemeriksaan kembali Faktur Pajak yang diterbitkan perusahaan. 
4. Sebelum dilakukan pelaporan SPT Masa PPN sebaiknya dilakukan pemeriksaan apabila terjadi kesalahan 
dilakukan pembetulan sebelum dilaporkanya SPT Masa PPN tersebut. 
5. Penyetoran pajak sebaiknya dilakukan dilakukan sebelum jatuh tempo sehingga perusahaan tidak 
menanggung beban akibat denda administrasi. 
6. Untuk menghindari dikenakanya denda administrasi yang disebabkan terjadinya keterlambatan dalam hal 
pelaporan  Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya PT MRC mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku 
dengan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebelum batas akhir waktu pelaporan. 
7. Sebaiknya pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dilakukan tepat waktu sehingga tidak dikenai 
denda administrasi yang lebih besar. 
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